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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Penelitian Terdahulu  
Agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya dengan penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa 
penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka, antara lain :  
1. Penelitian Adham Septia Wildan Satrio  
Penelitian dengan judul : “Penerapan Akad Murabahah Pada 
Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Majapahit 
Semarang”1. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian 
ini langsung terjun ke lapangan. Interview/ wawancara, observasi, 
catatan khusus dan dokumentasi adalah teknis analisa data yang 
dilakukan langsung di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang. 
Hasil dari penelitian ini : 
1) Bahwa mekanisme pembiayaan mikro di BRI Syariah adalah : 
Account Officer Mikro melakukan negosiasi terhadap calon 
nasabah mikro dan menganalisa dengan menggunakan 5C, yaitu: 
Character,Capacity, Capital, Conditions, Collateral, kemudian 
bank melakukan akad/ kontrak perjanjian dengan pihak nasabah, 
kemudian bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan 
menstransfer langsung pada rekening nasabah, dengan akad 
Wakalah Bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk 
membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini 
kebutuhan untuk usaha) atas nama bank secara tunai, membayar 
angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah 
disepakati dalam perjanjian 
. 
                                                 
1
 Adham septia wildan satrio, “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro di BRI 
Syariah KCP Majapahit Semarang”(Skripsi,Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2016). 
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Hasil dari analisis terhadap pembiayaan mikro di BRI 
Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang adalah 
pembiayaan miko dengan akad murabahah telah sesuai dengan 
prinsip syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah yaitu kegiatan usahnya tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan yang melanggar prinsip syariah yaitu : Riba, 
Maisir, Gharar,Haram, dan Zalim dan telah sesuai dengan Fatwa 
DSN No.04/DSN-MUI/2000/IV tentang murabahah mengenai 
pelaksanaan proses pembiyaan mikro.  
2. Penelitian Eka Rizki Saputra 
Penelitian ini berjudul : “Penyertaan Akad Wakalah pada 
Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Kantor Cabang 
Kendari)”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis normatif 
untuk melihat objek untuk melihat hukumnya karena menyangkut 
dengan produk perundang-undangan, yaitu Fatwa Dewan Nasional 
Tentang Murabahah, dan merujuk kepada landasan normative yang 
berupa nash-nash Al-Qur‟an dan Hadist serta pendapat para ulama.  
Hasil dari penelitian ini adalah :  
1) Implementasi penyertaan akad Wakalah pada pembiayaan 
murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari ternyata tidak sesuai 
dengan skema alur pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank itu 
sendiri. Pertama, akad murabahah yang harusnya dilakukan setelah 
nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada supplier 
trnyata dil 
2) aksanakan bersamaan dengan akad wakalah. Kedua, pembelian 
barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas 
nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Ketiga, dana 
pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank 
kepada supplier ternyata dicairkan terlebih dahulu dengan cara 
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mentransfer ke rekening nasabah. Artinya, nasabah  yang hendak 
membeli barang kepada Supplier telah dilengkapi dengan surat 
wakalah dan sejumlah Uang. Jadi, tugas bank untuk membeli dan 
membayar barang diambil alih dan diserahkan sepenuhnya kepada 
nasabah. 
3)    Dalam perspektif ekonomi  islam, penyertaan akad wakalah 
pada pembiayaan murabahah termasuk dalam jenis penggabungan 
akad yang dibolehkan, namun setiap rukun dan syarat dalam kedua 
akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan agar tidak 
terjerumus kedalam muamalah yang terlarang. Namun, pada 
praktiknya, pembiayaan murabhah wal wakalah yang terjadi di 
BNI Syariah Cabang Kendari telah menggugurkan salah satu 
rukun dan syarat dalam jual beli yaitu, tidak adanya barang yang 
diperjual belikan dan barang tersebut bukan merupakan milik 
penuh pihak yang berakad sehingga penyerahan obyek tidak dapat 
dilakukan. 
 Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam 
kategori menjual barang yang tak dimilki, menjual barang yang 
bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang  yang 
belum berada di bawah kekuasaan. Syarat dalam akad wakalah 
juga tidak tipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi 
milik bank, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional bahwa syarat Muwakil adalah pemilik sah. Pihak bank 
tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam 
perjanjian pembelian barang dengan supplier jadi proses 
pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli 
murabahah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari tidak sah, 
penyertaan akad wakalah di dalam pembiayaan tersebut juga tidak 
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dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat dalam akad 
wakalah itu sendiri.
2
 
3. Penelitian Azzifathur Roifah 
Penelitian ini berjudul :“Implementasi Pembiayaan Murabahah 
Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak 
Sapi Pada LKS Asri Cabang Kendari”. Jenis penelitian ini adalah 
penelitia Kualitatif dan metode studi kasus. Pendekatan ini peneliti 
menggunakan literature teori dari buku-buku dalam menganalisis 
sebagai bahan acuan dalam penelitian.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1)    Penerapan sistem jual beli murabahah bil wakalah terhadap 
pembiayaan sapi di LKS Asri Cabang Sendang di karenakan untuk 
mencapai obyek pihak LKS merasa kesulitasn serta SDM karena 
keterbatasan tenaga kerja maka LKS menerapkan sistem 
murabahah bil wakalah, pembiayaan ini diawali dengan akad 
wakalah, akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah 
menyerahkan barang yang dibeli pada bank sehingga setelah 
barang diterima oleh bank maka terjadilah pembiayaan 
murabahah.  
Di LKS Asri tidak menggunakan pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah karena pihak lembaga keuangan mengalami kesulitasn 
dalam menganalisis neraca, selain itu pembiayaan mudharabah 
dan musyarakah ini sangat rentan mengalami resiko yang tinggi 
dan juga masyarakat yang belum mengerti tentang pembiayaan 
mudharabah dan musyarakah tersebut.  
2) Upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di LKS Asri 
Cabang Sendang :  
                                                 
2
 Eka Rizki Saputra, “Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah 
Kantor Cabang Kendari)”,skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.2015.  
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Pembiayaan murabahah bil wakalah ini merupakan salah satu 
upaya untuk meningkatkan ekonomi di Kota Sendang, karena 
produk ini sangat membantu masyrakat yang kekurangan modal 
dalam usaha terutama para pengusaha peternak sapi, sejak adanya 
LKS Asri pada tahun 2010 masyarakat Sendang mulai mengalami 
pertumbuhan ekonomi. Walaupun sisa keuntungan yang 
didapatkan setelah membayar angsuran kepada pihak lembaga 
keuangan tidak begitu banyak tetapi paling tidak bisa menambah 
penghasilan ekonomi.
3
 
4. Penelitian Rafi Helmi Farizqi  
Penelitian ini berjudul : “Analisis Pembiayaan Murabahah 
Unit Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang 
Pembantu Unggaran”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif, dengan analisa data menggunakan observasi,wawancara dan 
studi pustaka.  
 Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Alur pembiayaan murabahah pada bank BRI Syariah KCP 
Unggaran memiliki alur proses yang sistematis dengan beberapa 
tahapan yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Penggunaan 
analisa 5C+1S Yang menjadi tombak penting dalam prosedur 
pembiayaan murabahah untuk mengurangi risiko pada saat 
pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. Cara untuk 
mengurangi memgurangi pembiayaan bermasalah bank BRI 
Syariah denan menggunakan tahapan monitoring collection pada 
saat proses angsuran oleh nasabah apabila masih terjadi macet dan 
dilakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah sampai 
anggunan yang telah diambil alih (AYDA). 
                                                 
3
 Azzifathur Roifah, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk 
Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Kendari”,(Skripsi,Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung,2015). 
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2) Alur proses yang diterapkan pihak bank BRI Syariah sudah 
memenuhi kriteria yang baik bagi bank dengan ditambahkan 
analisa kelayakan pembiayaan harus lebih terperinci, dengan 
menambahkan prinsip 7P (Personality, party, perpose, 
prospek,payment, profitability dan protection) dan strtegi yang 
diterpkan pada bank BRI Syariah dalam penanganan pembiayaan 
bermasalah sudah memenuhi keamanan bagi bank.
4
  
5. Penelitian Achmad Subchan  
Penelitian ini berjudul : “Implikasi Wakalah pada Akad 
Murabahah Oleh Bank BCA Syariah (Studi di Bank BCA Syariah 
Semarang)”.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis 
Empiris,dengan jenis penelitian Kualitatif melalui turun lapangan, 
wawancara dan analisis data. 
Hasil dari penelitian ini sebagai berikut : 
1) Pelaksanaan pembiayaan Murabahah di Bank BCA Syariah 
dengan produk BUR BCA Syariah terdapat dua skema, 
yiatu skema pembiayaan murabahah murni dan 
pembiayaan murabahah dengan wakalah. Akad 
pembiayaan murni yaitu bank menjual barang kepada 
nasabah sesuai permintaan, hal ini sesuai dengan 
murabahah ahli fiqih. Sedangkan murabahah dengan 
wakalah yaitu pihak bank mewakilkan langsung kepada 
nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. 
Di dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank 
BCA Syariah yang menggunakan akad wakalah terdapat ketidak 
sesuaian dengan syariah, karena bank menjual belikan barang 
                                                 
4
 Rafi Helmi Farizqi,“Analisis Pembiayaan Murabahah Unit Mikro Pada Bank Rakyat 
Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Unggaran” (Tugas Akhir IAIN Salatiga, 
Salatiga,2016).  
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tetapi barang yang dijual belikan belum dimiliki oleh bank, 
sehingga menggunakan akad wakalah dan bank mewakilkan 
pembelian barang kepada nasabah, untuk membeli sendiri barang 
yang di inginkan. Secara implementasi yang dilaksanakan Bank 
BCA Syariah Semarang, lebih tepat dikatakan bahwa bank disini 
melaksanakan akad utang piutang/pinjaman kepada nasabah, 
sehingga sistem pembiayaan murabhah dengan wakalah tidak 
sesuai dengan syariah islam.
5
 
B. Kajian Teori  
1. Bank Syariah  
Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip 
syariah islam. Bank syariah merupakan bank yang tata cara 
beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur‟an dan 
hadits, sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam 
adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan 
syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat 
secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu 
dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengundang unsur-unsur 
riba untuk diisi dengan kegaitan-kegiatan investasi atas dasar bagi 
hasil dan pembiayaan perdagangan.
6
 
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah 
memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, 
mekanisme transfer,tehknologi komputer yang digunakan, syarat-
syarat umum memperoleh pembiayaan seperti 
KTP,NPWP,proposal,laporan keuagan, dan sebagainya. Perbedaan itu 
                                                 
5
 Achmad Subchan,  “Implikasi Wakalah pada Akad Murabahah Oleh Bank BCA Syariah (Studi di 
Bank BCA Syariah Semarang)” (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015).  
6
 Karnaen,Perwaatmaja dan M.Syafe‟I Antonio, Apa dan bagaimana Bank Islam,Yogyakartta: 
PT.Dana Bankhti Wakaf.1997, hlm 1. 
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menyangkut aspek legal, sturktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan 
lingkungan kerja.
7
 
Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah 
1) Prinsip titipan atau simpanan (Al-wadi‟ah) 
Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan 
dikenal dengan prinsip al-wadia‟ah. Alwadi‟ah dapat 
diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, 
baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 
dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
8
  
2) Prinsip bagi hasil (Al-Musyarakah) 
Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan 
syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-
musyarakah,al-mudharabah, al-muzara‟ah, dan al-
musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling 
banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, 
sedangkan al-muzara‟ah dan al-musaqah dipergunakan 
khusus untuk plantation financing atau pembiayaan 
pertanian oleh beberapa bank islam. 
Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua 
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 
amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 
risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan.
9
 
 
 
                                                 
7
 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktek,Jakarta: Gema Insani.2001,hlm29 
8
 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah (Beirut: Darul Kitab al-Arabi,1987), cetakan ke-8, hlm 3; hall hill, 
“Manufacturing industry”, dalam ann booth (ed), the oil boom and after, indonesian economic policy 
and performance in the soeharto era (oxford: oxford university press,1992) 
9
 Bidayatul mujtahid II, hlm 253-257. 
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3)  Jual beli (Ba‟I al-murabahah) 
Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
10
 Dalam bai al-
murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia 
beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya. Misalnya, pedaganag eceran membeli komputer 
dari grosir dengan harga Rp.10.000.000,00, kemudian ia 
menambahkan keuntungan sebesar Rp.750.000,00. Pada 
umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir 
sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah 
menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang 
akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau 
memang akan dibayar secara angsuran. 
Bai al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara 
pemesanan dan bisa disebut sebagai murabahah kepada 
pembelian (KPP). Dalam kitab al-Umum, Imam Syafi‟I 
menemai transaksi sejenis ini dengan istilah al-amir bisy-
syira.
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4) Sewa (al-ijarah) 
Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu 
sendiri.
12
 
 
                                                 
10
 Muhammad  Ibn Ahmad Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul 
Muqtashid Darul-Qalam,1988) vol, II hlm 216. 
11
 Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi‟i (Wafat 204 H), Al-Umm (Kairo: Maktabah Kuliyyat A-
Azhariyah,1961 M). Pembahasan lebih lanjut tentang konsep ini, rujuk sami Hasan Ahmad Hamound, 
Tathwiiw Al-A‟mal Al-Mash-Rafiyyah Bima Yattafiqu Wasy-Syariah Al-Islamiyah (Amman: 
Matbaatu Asy-Syarq Wa Maktabatuha,1982). 
12
 Muhammad Rawas Qal‟aji, Mu‟jam Lughat Al-Fuqaha (Beirut: Darun-Nafs,1985); Ahmad Asy-
Syarbashi, Al-Mu‟jam Al-Iqtisad Al-Islami (Beirut: Dar Alamil Kutub,1987); dan Sayyid Sabiq, 
Firqhus Sunnah (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabi,1987), cetakan ke-8,vol. III , hlm.183. 
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2. Akad  
Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, 
pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. 
Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan 
oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh 
menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari 
dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga 
menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang 
menerangkan keinginan walaupun sendirian.
13
 
Ketentuan pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah secara khusus 
mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau 
UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan 
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
14
 
Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 
seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, 
seperti jual beli,sewa, wakalah, dan gadai. 
Secara khusus akad berarti keterkaitan antata ijab (Pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada 
sesuatu. Rukun dalam akad ada tiga, yaitu : 
a. Pelaku akad  
Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad 
untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang 
                                                 
13
 Abdul aziz muhammad azzam, fiqh muamalat sistem transaksindalam islam, Jakarta : Sinar Grafika 
Offset, 2010, hlm 15-16. 
14
 A.Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 
129-130. 
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diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai 
perwakilan dari yang lain (wilayah). 
b. Objek akad  
Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu 
yang diisyaratkan, harus bisa diserah terimakan ketika terjadi 
akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. 
c. Shigah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. 
Ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan 
qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul. 
  Syarat dalam akad ada empat, yaitu : 
a) Syarat berlakunya akad (in‟iqod) 
Syarat in‟qod ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus 
selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku 
akad, objek akad, dan sighat akad, akad bukan pada sesuatu yang 
diharamkan, dan aka dada pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara 
itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad 
tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. 
b) Syarat sahnya akad (shihah) 
Syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar 
akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari 
cacat. 
c) Syarat terealisasikammya akad (Nafadz) 
Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilkan (barang dimiliki oleh 
pelaku dan berhak menggunakan) dan wilayah. 
d) Syarat lazim 
Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila 
tidak ada cacat.
15
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 Ascarya, akad dan produk bank syariah,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2008.hlm 35-37 
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3. Tinjauan Umum Tentang Murabahah 
a. Pengertian 
Secara bahasa, murabahah adalah bentuk mutual (bermakna 
saling) dari kata ribh (حبر) atau ar-ribh (حْب ِّ رلا) yang artinya 
keuntungan. Asal katanya adalah rabiha yang berarti beruntung, 
ribhan yang berarti berlaba, waraban yang artinya keuntungan dan 
warabaahan yang artinya laba.
16
 Kata ribh dalam Al-Qur‟an dengan 
makna keuntungan dapat di lihat pada
17
 
 
Artinya : “Mereka itulah orang orang yang membeli kesesatan 
dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan 
tidaklah mereka mendapatpetunjuk.” 
Dalam khazanah Al-Qur‟an, yang tentu saja tidak berbicara 
dalam konteks hubungan material murni, kata ribh juga sering 
dipersandingkan maknanya dengan kata al-fadhl (لضفلا). Hal itu 
misalnya terlihat dalam firman allah
18
  
 
Artinya : “Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia 
(yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-
apa,mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai 
karunia yang besar.”19  
Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majjah : 
Rasulullah SAW besabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat 
erkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah 
                                                 
16
 Ahmad Wanson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997) 
hal 463. 
17
 Q.S Al-Baqarah (2) : 16 
18
 Q.S Ali „Imran (3): 174. 
19
 Ibid hal 102 
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(mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk 
keperluan rumah, bukan untuk diperjual belikan
20
 
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional : 
Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang 
murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN MUI 04/DSN-
MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.  
Muhammad Syafi‟i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, 
mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, 
penjual harus memberitahu harga prduk yang di beli dan menentukan 
tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
21
 
Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli 
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati 
antara pihka bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual 
menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian 
mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
22
 
b. Syarat dan Rukun Murabahah 
Syarat dan rukun murabahah yaitu: 
1. Rukun Murabahah  
1) Peran pihak (al-„aqidaen) 
2) Pernyataan kehendak (sighat al-„aqd) 
3) Objek akad (mahal al-„aqd) 
4) Tujuan akad (maudu al-„aqd) 
2. Syarat murabahah 
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1) Tamyiz (at-tamyiz) 
2) Berbilang pihak (ta‟addud at-tarfain) 
3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan (tatabuq al-iradatain) 
4) Kesatuan majlis (ittihad at-tarfain) 
5) Obyek ada pada waktu akad (dapat diserahkan) (wiqud al-mal 
„inda al-aqd au al-qudrah „ala at-taslim) 
6) Objek yang ditransksikan (salahiyah al-mal li at-ta‟muli) 
7) Objek tertentu atau dapat ditentukan (at-ta‟yin an qabliyah 
almahal li at-ta‟amuli) 
8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah („adanzil 
mukhalafah asy-syar‟i) 
Dalam jual beli murabahah terdapat syarat-syarat tertentu agar akad 
murabahah sesuai dengan yang di tetapkan oleh Fatwa MUI, syarat 
tersebut adalah sebagai berikut :  
1) Mengetahui harga pokok  
Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli 
mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui 
harga merupakan syarat sah jual beli. 
2) Mengetahui keuntungan  
Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, 
karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, 
sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. 
3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan 
di timbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual 
dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Disamping syarat-
syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu :  
a) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi 
b) Harus diketahhui keuntungan yang diminta penjual 
20 
 
c) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau beruap 
uang. 
d) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan 
bilamana pembeli murabahah memerlukan dana untuk 
membeli sesuatu komoditu secara riil  dan tidak boleh untuk 
lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi 
yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over 
head, rekening listrik, dan semacamnya. 
e) Penjual harus telah memliki barang yang dijual dengan 
pembiayaan murabahah. 
f) Komoditi bersangkutan harus berada dalam risiko penjual. 
g) Komoditi objek murabahah diperoleh dari pihak ketiga 
bukan dari pembeli murabahah bersangkutan (melalui jual 
beli kembali). 
Menurut Muhammad Syafi‟I Antonio dalam bukunya (bank 
islam; dari teori ke praktik) mengemukakan bahwa syarat-syarat 
murabahah adalah sebagai berikut :
23
 
1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di 
tetapkan. 
3) Kontrak harus bebas riba. 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 
cacat atas barang sesudah pembelian. 
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian. 
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c. Macam-Macam Murabahah 
Secara konsep bank syariah, murabahah ada dua macam, 
antara lain : 
1. Murabahah dengan pesanan 
Yaitu bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan 
dari nasabah,dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat 
nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat 
meminta uang muka pembelian kepada nasabah)
24
 
2. Murabahah tanpa pesanan  
Yaitu ada yang memesan atau tidak, ada yang membeli atau 
tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan 
barang dilakukan sendiri oleh bank syariah dan dilakukan dengan 
tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri.
25
 
d. Ketentuan Murabahah diatur dalam beberapa peraturan antara lain 
sebagai berikut:  
1. DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI (Majelis Ulama Indonesia) 
Adapun wewenang yang diberikan oleh MUI kepada Dewan 
Syariah Nasioanl adalah sebeagai bberikut : 
a. Mengeluarkan Fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan 
menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi 
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang, seperti di Departemen keuangan dan Bank 
Indonesia. 
c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi 
nama-nama yang akan duudk sebagai Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. 
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d. Memberikan saran-saran penge,bangan lemabga keuangan 
syariah kepada Direksi dan/atau Komisaris mengenai 
operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. 
e. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk 
otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 
f. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah 
untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah 
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasioanl. 
g. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DSN memiliki tata 
kerja tersendiri. Adapun mekanisme kerja DSN adalah : 
1. Mengesahkan rencana fatwa yang diusulkan oleh Badan 
Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno. 
2. Menetapkan, mengubah, atua mencabut berbagai fatwa dan 
pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat 
pleno. 
3. Menegsahkan atau mengklasifikasi hasil kajian terhadap 
usulan atau pernyatan mengenai suatu produk atau jasa 
lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. 
4. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga 
bulan atau bilamana diperlukan. 
5. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat 
dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga 
keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi 
segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang 
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
26
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4.  Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang akad Murabahah 
antara lain :  
Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000.  
Dalam fatwa tersebut diatur ketentuan sebagai berikut : 
Pertama: Ketentuan Murabahah dalam Bank Syariah : 
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba.  
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaria‟ah 
islam. 
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilaukan secara hutang. 
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang barang kepada nasabah berikut 
biaya yang diperlukan.  
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu yang telah disepakati. 
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 
dengan nasabah. 
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. 
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Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah : 
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 
suatu barang atau asset kepada bank. 
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang di pesannya secara sah dengan 
pelanggan. 
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian 
yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian 
tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat 
kontrak jualbeli. 
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pmesanan.  
5) Jika nasabah kemudian menolak barang tersebut, biaya riil bank 
harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugian kepada nasabah.  
7) Jika uang muka memakai kontrak „urban sebagai alternatif dari 
uang muka, maka : 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, 
ia tinggal membayar sisa harga. 
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak 
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangan.
27
 
 Ketiga : Jaminan dalam murabahah 
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1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
Keempat :Hutang dalam murabahah 
1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan kutangnya kepada bank.  
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. 
Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau 
meminta kerugian itu diperhitungkan.  
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam murabahah 
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian hutangnya. 
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
28
 
Keenam : Bangkrut dalam murabahah  
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 
menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang 
sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.  
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2. Ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan 
syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
Nomor 9/19/PBI/207 jo Surat edaran BI No.10/14/DPbS tanggal 
17 Maret 2008, sebagai berikut :
29
 
1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam membelikan 
barang terkait kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah 
sebagai pihak pembeli barang. 
2) Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas  
kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya. 
3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 
produk.  
Pembiayaan atas dasar akad Murabahah, serta hak dan kewajiban 
nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan 
data pribadi nasabah. 
4) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas 
dasar akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi 
aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha 
antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity),keuangan 
(Capital), dan/atau prospek usaha (Condition). 
5) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan 
barang yang di pesan nasabah.  
6) Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal 
pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama 
periode pembiayaan. 
7) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar 
Murabahah, dan 
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8) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada 
bank di tentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
30
 
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim penyusun 
KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 
tanggal 20 Oktober 2006, yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul 
Manan. Adapun tugas tim penyusun KHES, Yaitu : pertama, 
menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan; kedua, 
menyusun draf naskah KHES; ketiga, menyelenggarakan diskusi 
dan seminar yang mengkaji draf naskah tersebut dengan lembaga, 
ulama, dan para pakar ekonomi syariah; keempat, melaporkan 
hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung.
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Selain ketetapan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI, 
ketentuan tentang akad murabahah juga diatur dalam Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Sebagai pilar soko guru 
kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang 
diamanatkan dalam pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 4 Tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman. Dengan lahirnya KHES berarti 
memositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di 
Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim 
pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan 
merujuk kepada kitab-kitab fiqih yang tersebar dalam berbagai 
mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat 
unifikasi, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antara 
suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang 
satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan 
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different judge different sentence, lain hakim lain hakim dan 
putusannya.
32
 
Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan 
dapat memberikan manfaat positif, diantaranya : 
a. Pemahaman masyarakat tentang ekonomi islam akan semakin 
matang dan mereka akan tahu bahwa sebenarnya Islam 
mempunyai sistem ekonomi yang independen. 
b. Keagamaan masyarakat tentang sistem ekonomi syariah bisa 
terjawabkan, karena sampai saat ini masyarakat muslim masih 
gemar dengan sistem ekonomi konvensional. 
c. Terlahirlah ekonom-ekonom muslim yang mempuni, artinya 
tidak hanya ahli dalam bidang ekonomi tapi jiwa keislamannya 
pun sangat kuat. 
d. Independensi perbankan syariah akan terlihat nyata. Selama ini 
perbankan syariah masih snagat bergantung pada perbankan 
konvensional. 
e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan awal dari 
lahirnya sistem ekonomi islam yang bercita-cita pada 
kesejahteraan masyarakat.
33
 
Adapun peraturan mengenai akad murabahah terdapat dalam 
beberapa pasal yang tertera dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah antara laian sebagai berikut:
34
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Pasal 116 
1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah di sepakati spesifikasinya. 
2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas 
nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. 
3) Penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok 
barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. 
Pasal 117 
Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati 
dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati. 
Pasal 118 
Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian 
khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 
akad. 
Pasal 119 
Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik 
penjual. 
Pasal 120 
Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang 
atau aset, penjual harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan 
tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah 
dengan penjual.  
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Pasal 121 
Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka 
saat menandatangani kesepakatan awal pesanan dalam jual beli 
murabahah.  
Pasal 122 
Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang 
tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. 
Pasal 123 
Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang 
harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli 
untuk mengganti sisa kerugiannya.  
Pasal 124 
1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan
secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam
pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat
diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru
dalam penyelesaian kewajiban.
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